ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas wilayah laut kabupaten
berkaitan dengan penangkapan ikan di Madura, selain itu juga untuk mengetahui
maksud dari pengaturan batas wilayah laut kabupaten menurut peraturan undang-
undang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau
penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun
secara sistematika, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan masalah
yang diteliti. Hasil penelitian batas wilayah laut kabupaten berkaitan dengan
penangkapan ikan di Madura.

Kata kunci: Batas Wilayah Laut Dan Penangkapanikan Bagi Nelayan.
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ABSTRACT

This study aimed to analyze the sea boundaries with regard to fishing district in
Madura, and also to determine the intent of setting sea boundaries districts
according to rule of law. This study is a normative legal research or legal writing
literature. Namely legal research done by researching library materials or
secondary data, ie data obtained from the research and study of library materials.
The materials are arranged in a systematic, studied then drawn a conclusion to the
problems examined. The results of the study sea boundaries with regard to fishing
district in Madura.

Keywords: Boundary Sea region and fish catching For Fishermen.
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